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ABSTRAK 

Nama : Fitri Indah Yani 
Nim : 1410200018 
Judul : Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Elektronik Di 

Kota Padangsdimpuan.  
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hak-
hak konsumen dalam transaksi jual beli elektronik di Kota Padangsidimpuan 
dan bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap 
perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli elektronik di Kota 
Padangsidimpuan.  

 
Metode penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan Kualitatif  

dengan bentuk studi lapangan (Field Research) yang bersifat deskriptif  yaitu 
untuk menggambarkan fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 
informasi penelitian tentang masalah yang sedang terjadi dan mengekspresikan 
diri dalam bentuk gejala dengan tujuan untuk memecahkan masalah yang ada 
dalam pelaksanaan perlindungan konsumen , serta menarik kesimpulan. 

 
Teori dasar yang dipakai dalam penelitian ini adalah pengertian jual beli, 

dasar jual beli, rukun jual beli, manfaat dan hikmah jual beli, pengertian 
transaksi dalam Islam, dasar hukum transaksi dalam Islam, bentuk-bentuk 
transaksi dalam Islam, asas-asas perlindungan konsumen dalam hukum Islam, 
hak-hak konsumen dalam hukum Islam, tanggung jawab pelaku usaha dalam 
hukum Islam. 

 
Selanjutnya dari penelitian yang dilakukan dilokasi penelitian, bahwa 

hasil penelitian adalah pelaksanaan perlindungan konsumen dalam transaksi 
jual beli elektronik di Kota Padangsidimpuan, apabila konsumen telah sepakat 
untuk membeli suatu barang berupa handphone, jika tidak ada barang tersebut 
dan tidak ada kecocokan dengan keinginan konsumen maka tidak ada yang 
namanya pengembalian uang, namun pelaku usaha tetap mengalihkan 
produk/barang  kepada konsumen untuk mencari merek/barang lain, disini 
pembeli merasa dirugikan dengan berlangsungnya transaksi padahal konsumen 
telah sepakat dengan produk/barang yang telah diinginkan, dan apabila 
konsumen telah sepakat untuk membeli produk/ barang berupa handphone dan 
telah membayar uang dari setengah harga yang telah di sepakati kemudian 
membatalkan akad, maka terjadilah pemotongan harga sebesar 15% di dalam 
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 69 telah jelaskan bahwa penjual dan 
pembeli mempunyai hak khiyar/pilih selama berada ditempat jual beli, sejak 
ijab dilakukan hingga berakhirnya pertemuan 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

1. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf dalam translit era sini sebagian dilambangkan dengan 

huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan 

dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan 

transliterasinya dengan huruf latin: 

Huruf
Arab 

NamaHuruf 
Latin 

Huruf Latin Nama 

 Alif Tidakdilambangkan Tidakdilambangkan ا
 Ba B Be ب
 Ta T Te ت
 a  ̇ Es (dengan titik di atas)̇  ث
 Jim J Je ج

 ḥa ḥ ح
Ha(dengan titik di 

bawah) 
 Kha H Kadan ha خ
 Dal D De د
 al  ̇ Zet (dengan titik di atas)̇  ذ
 Ra R Er ر
 Zai Z Zet ز
 Sin S Es س
 Syin Sy Es dan ya ش

 ṣad ṣ ص
Es (dengan titik di 

bawah) 

 ḍad ḍ ض
De (dengan titik di 

bawah) 

 ṭa ṭ Te (dengan titik di ط
bawah) 

 ẓa ẓ ظ
Zet (dengan titik di 

bawah) 
 ain .„. Komaterbalik di atas„ ع
 Gain G Ge غ
 Fa F Ef ف
 Qaf Q Ki ق
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 Kaf K Ka ك
 Lam L El ل
 Mim M Em م
 Nun N En ن
 Wau W We و
 Ha H Ha ه
 Hamzah ..’.. Apostrof ء

 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiridari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggalbahasa Arab yang lambangnya berupa 

tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fatḥah A A 
 Kasrah I I 
 Dommah U U و  

 
b. VokalRangkap adalah vokal rangkapbahasa Arab yang lambangnya berupa 

gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf. 

Tanda dan Huruf Nama Gabungan Nama 

.....  Fatḥahdanya Ai a dan i ي 

 Fatḥahdanwau Au a dan u ...... و  

 
c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda. 

HarkatdanHuruf Nama HurufdanTanda Nama 

 ̅  Fatḥahdanalifatauya ...˴.... ا...˴..ى
a 
dangarisatas 

 Kasrahdanya   i dangaris di ...˳..ى
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bawah 

و....˵  Dommahdanwau  ̅ 
u dan garis 
di atas 

 
 
3. Ta Marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua: 

a. Ta marbutah hidup, yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, 

kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/. 

b. Ta marbutahmati, yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, 

transliterasinya adalah /h/. 

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka 

ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

4. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasiini 

tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan  

huruf  yang diberi tanda syaddah itu. 

5. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 

yaitu: 
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 Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata . ال

sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh 

huruf qamariah. 

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti 

oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ 

diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata 

sandang itu. 

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti 

oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan 

didepan dan sesuai dengan bunyinya. 

c. Hamzah 

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah 

ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan 

diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, 

karena dalam tulisan Arab berupa alif. 

d. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baikfi’il, isim, maupun huruf, ditulis 

terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang 

sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang 

dihilangkan maka dalam translit era sini penulisan kata tersebut bisa dilakukan 

dengan dua cara: bisa dipisah perkata danbisa pula dirangkaikan. 
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e. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem kata sandang yang di ikuti huruf tulisan Arab 

huruf kapital tidak dikenal, dalam translit era sini huruf tersebut digunakan 

juga. Penggunaan huruf kapital sepertiapa yang berlakudalam EYD, 

diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri 

dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang 

ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf 

awal kata sandangnya. 

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan 

Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata 

lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak 

dipergunakan. 

6. Tajwid 

Bagimereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

translit era sini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. 

Karena itu keresmian pedoman translit era sini perlu disertai dengan pedoman 

tajwid. 

Sumber: Tim PuslitbangLektur Keagamaan. Pedoman Transliterasi Arab-Latin, 
Cetakan Kelima, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur 
Pendidikan Agama, 2003. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dari predikat konsumen 

sebab dalam setiap aktifitas, manusia selalu melakukan konsumsi baik berupa 

barang maupun jasa. Konsumsi barang (produk) maupun jasa ini bisa didahului 

dengan transaksi jual beli, yaitu menukarkan sejumlah uang dengan barang atau 

jasa dan dapat dimanfaatkan oleh konsumen. Perlindungan konsumen adalah 

bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat 

mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. 

Perlindungan konsumen dalam Islam sudah dimulai sejak Nabi 

Muhammad SAW belum diangkat menjadi Rasul, beliau membawa barang 

dagangannya  Khadijah binti Khuwailid dengan mendapatkan imbalan atau upah. 

Sekalipun tidak banyak literatur yang berbicara tentang aspek perlindungan 

konsumen ketika itu, namun prinsip-prinsip perlindungan konsumen dapat 

ditemukan dari praktek-pratek bisnis yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. 

Kejujuran, keadilan dan integritas Rasulullah tidak diragukan lagi oleh penduduk 

Makkah, sehingga potensi tersebut meningkatkan reputasi dan kemampuannya 

dalam berbisnis.1 

                                                             

1Jusmaliani, dkk, Bisnis Berbasis Syariah,( Jakarta: Bumi Aksara, 2008,), hlm. 49. 
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Setelah Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madina, beliau sebagai 

Nabi dan sekaligus sebagai pemimpin negara, praktek bisnis yang tidak adil dan 

mengarah pada kezaliman dilarang dan dihapuskan. Diantaranya penahanan stok, 

spekulasi, kolusi oligarki, pembatalan informasi penting tentang produk, 

penjualan dengan sumpah palsu, atau informasi menyesatkan.2 Allah juga 

menjelaskan dalam Al-Qur,an surah Al-Maidah ayat 88: 

                               

”Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah 
rizkikan kepadamu, dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu beriman 
kepadaNya’’ (Al –Maidah ayat 88 ).3 

 
Transaksi jual beli dikatakan sah menurut Islam adalah apabila proses jual 

beli memenuhi syarat sahnya jual beli. Salah satunya syarat sahnya jual beli 

diantara kedua belah pihak, kerelaan diantara kedua belah pihak. Dalam syariat 

Islam terdapat tata cara jual beli yang wajib diikuti dalam usaha perdagangan 

dengan tujuan diantaranya adalah agar terhindar dari penipuan, pemalsuan, dan 

akal busuk manusia. Upaya kecurangan dalam jual beli yang berbentuk 

pemerasan, monopoli, penipuan, maupun bentuk lainnya yang tidak dibenarkan 

syariat Islam. Dengan demikian, Islam berdiri pada posisi yang benar dan 

berperan adil dalam hubungan bisnis terhadap semua pihak. Transaksi yang 

dilakukan secara kekerasaan, kecurangan ataupun kebatilan adalah diharamkan, 

                                                             
2Ibid., hlm. 52. 
3Ayat Al-Qura’an dan Terjemahan, surah Al-Maidah ayat 88, (Penerbit di Ponegoro, 2007), 

hlm.106. 
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karena pelaksanaan jual beli harus berdasarkan prinsip kesepakatan diantara 

kedua belah pihak. 

Dalam asas-asas hukum perikatan Islam terdapat asas kejujuran dan 

kebenaran (Ash-Shidq). Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh 

manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan muamalat. 

Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam perikatan, maka akan merusak legalitas 

perikatan  akan menimbulkan perselisihan antara para pihak. 

Sebagimana termaksud di dalam Q.S. Al-Azhab: 70, sebagai berikut : 

                      

Artinya : ”Hai Orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah 
dan katakanlah perkataan yang benar.” 

 
Dalam proses transaksi jual beli, pelaku usaha menawarkan barang maupun 

jasa kepada konsumen dan jika konsumen tertarik maka kedua belah pihak dapat 

melakukan suatu  transaksi yang telah disepakati tanpa adanya suatu pengawasan 

dari pihak tertentu. Konsumen seringkali mengalami ketidakpuasan dalam 

pemakaian barang atau jasa. Ketidakpuasaan biasanya diakibatkan karena cacat 

pada produk, layanan jasa yang tidak sesuai dengan yang  ditawarkan, dan masih 

banyak hal lainnya. Akan tetapi, seringkali konsumen kesulitan untuk mengajukan 

klaim, menukarkan atau mendapatkan ganti rugi atas barang atau jasa yang tidak 

sesuai dengan yang diharapkan, hal ini menyebabkan konsumen merasa dirugikan 

jika barang yang diperoleh tidak sesuai harapan. 
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Dalam urusan hak-hak masusia, Al-Qur’an sangat mengedepankan keadilan 
didalamnya. Dalam ayat lain Allah memperingatkan untuk berbuat adil kepada 
siapapun walaupun itu musuh kita. Jangan sampai kebencian membuat kita berlaku 
tidak adil. Sebagaimana termaksud dalam Q.S. Al-Ma’idah: 8 

 

                             

                               

       

Artinya ;’’Dan jangan kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu 
untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adillah karena (Adil) itu lebih dekat 
kepada taqwa.” (Q.S. Al-Mai’dah: 8). 
 

  Namun hal itu belum cukup untuk mencegah kecurangan-kecurangan yang 

dilakukan pelaku usaha, karena kecurangan tersebut dilakukan dalam perdagangan 

yang menggunakan sistem ekonomi yang bebas nilai, norma bahkan norma agama 

yang terpenting dalam sistem ekonomi kontemporer adalah penguasaan material 

untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Al-Qur’an menyebutkan 

dengan tegas larangan tentang segala transaksi yang didalamnya terdapat 

kecurangan. 

Dalam surat Q.S. Al-Nisa’ ayat 29. 

                                    

                           

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan 
harta sesama dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan 
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yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu 
membunuh dirimu.Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu.” 
 

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan 

konsumen (UUPK), pada pasal 4 tentang  hak konsumen yaitu 

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 

mengkonsumsi barang dan/ atau jas.  

2. Hak untuk memilih barang dan/ atau jasa serta mendapatkan barang 

dan/jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan 

yang dijanjikan. 

3. Hak atas informasi yang benar, jelas,dan jujur mengenai kondisi 

dan jaminan barang dan/ atau jasa. 

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau 

jasa yang digunakan. 

5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya 

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. 

Sedangkan dalam pasal 5 tentang kewajiban konsumen adalah membaca atau 

mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/ 

atau jasa, demi keamanan dan keselamatan, beriktikad baik dalam melakukan 

transaksi pembelian barang dan/ atau jasa, membayar sesuai dengan nilai tukar yang 

disepakati, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen 

secara patut.4 

                                                             
4 Citra Umbara, Perlindungan konsumen, (Bandung: Cetak X Juni, 2013)  
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Perlu diperhatikan dalam transaksi jual beli, jaminan barang yang menjadi 

objek transaksi dapat dimanipulasi dengan mudah jika hak khiyar dalam proses 

transaksinya dihilangkan sehingga salah satu pihak dapat dirugikan baik dari segi 

kualitas barang maupun dari ketahanan barang tersebut. Misalnya ketika transaksi 

media elektronik berlangsung. 

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 ayat 8 yaitu  

khiyar adalah hak pilih bagi penjual atau pembeli untuk melanjutkan atau 

membatalkan akad jual beli yang dilakukannya dan dimana dalam Kompilasi 

Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 69  telah dijelaskan bahwa penjual dan 

pembeli mempunyai hak khiyar/pilih selama berada ditempat jual beli, sejak ijab 

dilakukan hingga berakhirnya pertemuan. Dimana Khiyar majlis adalah hak untuk 

memilih melanjutkan atau membatalkan transaksi bisnis selama masih berada 

dalam satu tempat (majlis)  

Dimana menurut para ulama fiqh mendefiniskan khiyar adalah hak pilih 

bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi yang 

disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi. 

Dalam arti lain pembeli harus lebih berhati-hati sebelum memutuskan untuk 

melakukan jual beli. Meskipun dalam jual beli sering didasari dengan rasa percaya 

antara kedua belah pihak, tetapi pembeli harus berhati-hati dan teliti sebelum 
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barang itu diterima. Jika barang tidak sesuai dengan pesanan, maka transaksi 

tersebut dapat dibatalkan.5 

Salah satu bentuk jual beli yang banyak dilakukan didalam masyarakat Kota 

Padangsidimpuan adalah transaksi jual beli elektronik, misalnya apabila konsumen 

telah sepakat untuk  membeli suatu barang berupa handphone, jika tidak ada 

barang tersebut dan tidak ada kecocokan dengan keinginan konsumen maka tidak 

ada yang namanya pengembalian uang. Namun pelaku usaha tetap mengalihkan 

produk/barang lain kepada konsumen untuk mencari merek dan barang lain, 

padahal konsumen sudah sepakat dengan produk/barang yang diinginkan tersebut. 

Dan apabila konsumen telah sepakat untuk membeli produk barang berupa 

handphone dan telah membayar uang dari setengah harga yang telah di sepakati 

kemudian membatalkan akad, maka terjadilah pemotongan harga sebesar 15%. 

Kadang ada juga penawaran produk/barang melalui brosur  dan pelaku usaha 

memaparkan barang sehingga konsumen tertarik dengan apa yang dijelaskannya 

tidak sesuai dengan harapan konsumen, dan konsumen merasa dikecewakan, 

masih banyak  ketidak sesuaian antara pelaku usaha dengan konsumen dalam 

melakukan transaksi elektronik. 

Tetapi kenyataannya tidak sesuai dengan harapan konsumen, dan konsumen 

merasa tidak puas didalam pembelian barang tersebut, sehingga hak-hak 

konsumen belum maksimal terpenuhi di Kota Padangsidimpuan. Dalam Kompilasi 

Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Disebutkan bahwa dalam jual beli dibolehkan 
                                                             

5Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, (Bandung: Fokus Media), hlm. 56. 
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adanya Khiyar dimana hak untuk memilih barang yang akan dibelinya untuk 

melanjutkan atau membatalkan akad jual beli, dengan demikian pada setiap 

transaksi jual beli, pembeli dapat menentukan hak pilih. Dan dimana jika Khiyar 

Majlis pembeli tidak dapat mengidentifikasi dan mencocokan kecacatan barang 

yang diperjualbelikan tersebut sesuai dengan yang diinformasikan si penjual. 

Dengan demikian, ketika transaksi berakhir konsumen mendapatkan barang 

yang tidak sesuai dengan harapan. Dan upaya-upaya untuk memberikan 

perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal 

yang penting dan mendesak untuk segera dicari solusinya, terutama di Kota 

Padangsidimpuan. 

Dilain pihak, kondisi dan fenomena tersebut dapat mengakibatkan 

kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang.Kedudukan 

konsumen pada umumnya masih lemah dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan 

daya tawar, karena itu sangatlah penting adanya perlidungan konsumen dalam 

transaksi jual beli elektronik yang selama ini terabaikan. 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “PELINDUNGAN KONSUMEN 

DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ELEKTRONIK DI KOTA 

PADANGSIDIMPUAN’’ 
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B. Batasan Masalah/Fokus Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diketahui bahwa penelitian ini 

lebih difokuskan pada perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli 

elektronik di Kota Padangsidimpuan. 

C. Batasan Istilah 

Untuk membatasi pemahaman tentang istilah yang digunakan dalam 

penelitian ini perlu penulis menjelaskan beberapa istilah. 

1. Perlindungan adalah suatu bentuk  pelayanan yang wajib dilaksanakan 

oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberi rasa 

aman baik fisik atau mental kepada korban dan saksi diri ancaman atau 

gangguan teror dan kekerasan dari pihak manapun.6 

2. Pengertian konsumen menurut UU No 8 Tahun 1999. Konsumen adalah 

setiap orang pemakaian barang/jasa yang tersedia dalam masyarakat,baik 

bagi kepentingan diri sendiri,keluarga, orang lain,maupun makhluk hidup 

lain dan tidak untuk diperdagangkan kembali.7 

3. Transaksi jual beli adalah transaksi yang dilakukan oleh penjual yang 

menawarkan barang dagangannya kepada pembeli yang disepakati dengan 

harga tertentu yang telah disepakati atau suatu perjanjian tukar menukar 

                                                             
6Adrian Sutedi, Tanggung Jawab Produk, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 18. 
7AZ.Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta:Diadit Media,2002), hlm.55. 

 



10 

 

 

 

benda atau barang yang mempunyai nilai suka rela diantara kedua belah 

pihak.8 

4. Pengertian barang elektronik dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, 

produk yang diartikan sebagai barang atau jasa yang dibuat dan ditambah 

gunanya atau nilainya dalam prosess produksi dan menjadi hasil akhir dari 

proses produksi, jadi barang elektronik adalah benda yang bergerak atau 

tidak bergerak atau jasa yang dihasilkan melalui proses produksi bukanlah 

merupakan produk, misalnya, Handphone, leptop, radio, kulkas, Tv.9 

D.Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas,maka dapat 

dirumuskan beberapa rumusan masalah, yaitu: 

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hak-hak konsumen dalam jual beli 

elektronik di Kota Padangsidimpuan? 

2. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap 

perlindungan konsumen, dalam jual beli elektronik di Kota 

Padangsidimpuan ? 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini antara lain: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan hak-hak konsumen dalam jual beli 

elektronik di Kota Padangsidimpuan. 

                                                             
8 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta : Raja Grafido Persada, 2002), hlm. 68. 
9
 Tan Kamello, Pengertian Barang Elektronik  (Jakarta : Pustaka Pelajar,2004), hlm. 16. 
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2.  Untuk mengetahui tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap 

perlindungan konsumen, dalam jual beli elektronik di Kota 

Padangsidimpuan. 

F. Kegunaan Penelitian 

a. Secara teoritis,memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang etika 

dan perlindungan konsumen dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 

undang-undang, serta bagaimana Kompilasi Hukum Ekonomi syariah 

memandang perlindungan hak-hak konsumen dalam undang-undang 

tersebut. 

b. Secara akademis, diharapkan penyusanan ini dapat menambah khazanah 

ilmu pengetahuan terutama dalam bidang Kompilasi Hukum Ekonomi 

Syariah, pustaka Islam, serta dapat mengenal masyarakat pada suatu 

bentuk keilmuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang meliputi 

seluruh aspek kehidupan. 

c. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada jurusan 

Syariah di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Padangsidimpuan. 

G. Penelitian Terdahulu 

Sebagaimana disebutkan pada permasalahan di atas, bahwa penelitian 

menitik beratkan pada perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli 

elektronik di Kota Padangsidimpuan. Tulisan-tulisan antara lain : 
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a. Penelitian yang berjudul tentang Perlindungan konsumen dalam transaksi jual 

beli elektronik di Kota Padangsidimpuan. Hal ini penelitian dari saudara 

Syarifudin Cahyono yang berfokus pada “Perlindungan Konsumen dalam 

Transaksi bay, al-salam dan E-Commerce”. Permasalahan yang dibahas 

dalam penelitiannya proses penyelesaian sengketa konsumen. Sedangkan 

tujuan dari peneliti ini untuk mengetahui tentang proses penyelesaian 

sengketa Perlindungan Konsumen belum dapat berjalan secara efektif.10 

b. Penelitian yang berjudul tentang tinjauan hukum Islam terhadap 

’’Perlindungan Konsumen dalam Jasa Laundry Pakaian di 

Padangsidimpuan.’’ Hal ini penelitian saudari Siti Choirunisa Siagian, 

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpun dalam penelitian 

tersebut peneliti mencoba meneliti untuk dapat mengetahui bentuk 

perlindungan konsumen dalam hukum Islam serta mengetahui tinjauan hukum 

Islam terhadap perlindungan konsumen dalam jasa laundry pakaian di 

Padangsidimpuan.Bersadarkan penelitian saudari Siti Choirunisa Siagian, 

dimana pelaku usaha wajib membayarkan ganti rugi dalam bentuk 

pengembalian uang, penggantian barang dan pemberian santunan yang sesuai 

dengan kerugian konsumen yang dirugikan. 

c. Fadli Zaini Dalimunthe yang berjudul ’’Perlindungan Hukum Bagi Konsumen 

Pemakai Layanan Operator Seluler Tekomsel Cabang Padang.’’ Dalam 

                                                             
10 Hhtp://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Master-6356-bab1. Pdf, (diakses tanngal 05 

maret 2018 pukul 11.00 WIB). 
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penelitiannya membahas tentang perlindungan hukum bagi pemakai layanan 

operator tekomsel yang telah dimuat dalam kartu perdana maupun didalam 

perjanjian berlangganan. Selain itu, pihak telkomsel selaku pemilik usaha 

menjamin kesedian untuk menyelesaikan sengketa itu, pihak telkomsel selaku 

pemilik usaha menjamin kesedian untuk menyelesaikan sengketa secara patut. 

Dalam penelitiannya membahas pula terkait kendala dalam penyelesaian 

sengketa melalui BPSK.11 Belum memiliki kekuatan hukum yang kuat 

berdasarkan pasal 45 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

perlindungan konsumen. 

Para penelitian sudah ada seperti yang dilakukan oleh peneliti, akan tetapi 

peneliti lebih fokus pada perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli 

elektronik di Kota Padangsidimpuan, karena didalam melakukan transaksi jual beli 

elektronik masih terlihat ketidak sesuaian antara pelaku usaha dengan konsumen 

dalam melakukan transaksi jual beli elektronik. 

H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

 Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dan mempermudahkan 

pembahasan dalam menyusun proposal ini, maka penyusun menyajikan 

pembahasan sebagai berikut : 

Bab I adalah  merupakan pendahuluan yang menjalankan unsur-unsur 

yang menjadi syarat  penyusunan ilmiah, yaitu latar belakang masalah, fokus 

                                                             
11http//etheses.uin-malang.ac.id/185/5/09220046%20Bab202.pdf, (diakses 29 Maret 2017 

pukul 13.39 WIB). 
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masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, 

tinjauan pustaka,  yang berisi kajian terdahulu dan landasan teori. Bab ini diakhiri 

dengan sistematika pembahasan agar pembahasan ini lebih mudah dipahami. 

Bab II merupakan penjelasan tentang landasan teori yang mencangkup 

pengertian jual beli menurut hukum Islam, dasar hukum jual beli, rukun jual beli, 

perlindungan konsumen dalam hukum Islam, transaksi elektronik menurut hukum 

positif. Hal ini sangat penting untuk memberikan deskripsi yang jelas, sehingga 

pada pembahasan bab selanjutnya dapat dijadikan gambaran dasar. 

Bab III  membahas tentang metodologi penelitian yang mencangkup 

lokasi penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik 

pengumpulan data, analisis data, teknik uji keabsahan data, serta kajian terdahulu. 

Bab ini merupakan bab yang akan mengantarkan peneliti untuk mendapatkan 

data-data penelitian yang benar-benar terkendali dan dapat diuji sedemikian.  

Bab IV yang merupakan hasil penelitian dan analisis yang merupakan 

deskripsi data dan analisis data yang merupakan bab yang membahas dan 

menjawab semua permasalahan yang ada dalam rumusan masalah. 

Bab V merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian 

dan saran-saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Pengertian Jual Beli Menurut Hukum Islam 

1. Pengertian Jual Beli 

Jual beli atau al-bay secara bahasa artinya memindahkan hak konsumen 

hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti.1Jual beli atau 

perdagangan dalam istilah Figh disebut al-bay’ yang menurut etimologi berarti 

menjual atau mengganti. Wahbah Al-Zuhaily mengartikannya secara bahasa 

dengan menukar sesuatu yang lain.2 

Menurut istilah terminologi yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu 

perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai sacara suka 

rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak 

yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah 

dibenarkan syara’dan disepakati3 

Definisi jual beli yang disepakati para ulama yaitu tukar-menukar harta 

dengan harta dengan cara-cara tertentu yang bertujuan untuk memindahkan 

kepemilikan. 

                                                             
1Abdul Aziz Muhammad Azzam,Figh Muamalat Transaksi Dalam Figh Islam,     

(Jakarta:Amzah,2010) , hlm.23. 
2Wahbah al-Zuhaily. Al-Figh al-Adillatuh, jilid 5,cet,ke 8,(Damaskus : Dar al-Fikr al 

Muashir,2005), hlm. 126. 
3  Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2002), hlm. 68. 
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Para ahli hukum Islam (jumhur ulama) memberikan definisi akad 

sebagai pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara’ yang 

menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.4 

Definisi lain yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah yang dikutip oleh 

Wahbah Al-Zuhaily, jual beli adalah saling tukar harta dengan harta dengan 

cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan sepadam 

melalui cara tertentu yang bermanfaat.5 

2. Dasar Hukum Jual Beli 

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia 

mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur’an dan sunnah Rasulullah Saw. 

Terhadap beberapa ayat al-Qur’an dan sunnah Rasulullah saw, yang berbicara 

tentang jual beli antara lain.6 

a) Al-Qur’an 

1. Surat Al-Baqarah ayat 275 

               

 
Artinya :’’Padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba’’ 

 

                                                             
4 Enang Hidayat, Figh Jual Beli (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,2015), hlm. 12. 
5Abdul Rahma Ghazaly,Gufron Ihsan,Saipudin Shidiq,Fiqh Muamalat, (Jakarta: Kencana, 

2010), hlm. 67-68. 
6Depertemen Agama RI, Al-Mudarris, Al-Qur’anul karim,(Jakarta :Readboy Indonesia,2008), 

hlm. 47. 
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Ayat al-Qur’an diatas menjelaskan bahwa manusia diperbolehkan 

melakukan jual beli selama tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum Islam 

yakni salah satunya yaitu riba. 

2. Surat Al-Baqarah ayat 282 

            

 
Artinya : ’’Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli’’ 
 

 Ayat Al-Qur’an diatas menjelaskan bahwa manusia membawa saksi kegiatan 
jual beli berlangsung. 
 

b) As-Sunnah 
 

Dari hakim bin Hizam radhiallahu’anhu dari Nabi Shallallu „alaihi wa sallam beliau 

bersabda: 

َ˴ ب˴˴ήك˴Δ˵ ال Βي˴ِع˴ان˶ با˶ل ˶Ψي˴ار˶ ˴ϣا ل˴Ϣ  يت˴ف˴َ˴ήقا˴ فإ˴ن˶  ص˴˴Ϊقا˴ و˴بي˴نَا˴ ب˵Ϯر˶ك˴ ل˴Ϥ˵˴Ϭا في˶ بي˴ ع˶˶Ϥ˴Ϭا و˴إن˶  ك˴˴άبا˴ و˴ك˴  ˶ِ ϣ˵ اϤ˴˴ت

 ˴ϢϬ˶˶بي˴ ع 

’’Kedua orang yang bertransaksi jual beli berhak melakukan khiyar selama keduanya 
belum berpisah. Jika selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan 
terbuka, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dalam jual beli. Tapi jika 
keduanya berdusta dan tidak terbuka, maka keberkahan jual beli antara keduanya 
akan terhapus.’’(HR. Al-Bukhari no. 1937 dan Muslim no. 1532). 
 
Dasar hukum adanya khiyar al-majlis ini adalah sabda Rasulloh SAW yang berbunyi  

˴Ϊ˵Ϥ ب ˵Ϧ ال ˶Ϊ˴ ϘϤام˶ قا˴ا˴ ح˴Ϊَ ثن˴ا˴ ح˴Ϥَاد˵  ˴Ϊ˵Ϥ ب ˵Ϧ ع˴Γ Ϊ˴ Β˴ و˴أح˴  ˵Γήَϣ˴ع˴Ϧ  أب˴ي˶ء ال ˴Ϯ  ب Ϧ ب ˵Ϧ ز˴ي ˳Ϊ ع˴Ϧ  ج˴˶Ϥي ل˶  ح˴Ϊَثن˴ا˴ أح˴ 

 ˴ϣ ˶يا˴رΨ˶ ˵ ع˴Ϡي˴ ه˶ و˴س˴Ϣ˴˴Ϡ ال Βي˴عَ˴ا ن˶ با˶ل  ََ ˶ ص˴لَ  ََ Ϥ˶˴Ϡي˷ قا˴ل˴ ر˴س˵Ϯل˲    ا ل˴Ϣ  يت˴˴ف˴ήَقا˴ض˶ي ء˶ع˴Ϧ  أب˴ي˶ ب˴ή  ز˴Γ˴ اأ˴˴ س 
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’’Menertawakan kepada kami Ahmad bin Abdah dan Ahmad bin Al-Miqdum, dia 
berkata : menertawakan kepad kami Hammad bin Zaid dari jamil bin Murrah, 
dari Abdul wahdi, dari Abu Barzah Al Aslamiyah, dia berkata : Rasulullah SAW. 
Bersabda: “Pembeli dan Penjual itu mempunyai hak khiyar, selama keduanya 
belum berpisah.’’ 

Para pakar hadis menyatakan, bahwa yang dimaksudkan Muhammad Saw 

dengan kalimat “ berpisah” adalah setelah melakukan akadjual beli barang yang 

yang diserahkan kepada pembeli dan harga barang diserahkan kepada penjual. 

Imam An-Nawawi, Muhadis dan pakar fiqih syafi’i, mengatakan bahwa untuk 

menyatakan penjual dan pembeli telah berpisah, seluruhnya diserahkan 

sepenuhnya kepada kebiasaan masyarakat setempat dimana jual beli itu 

berlangsung. 

 Dalam jual beli diperlukan adanya payung hukum. Agar transaksi jual beli 

yang terjadi di masyarakat dapat dilindungi, aman, dan untuk menyelesaikannya 

sengketa yang mungkin terjadi. Dalam pasal 7 Undang-undang perlindungan 

konsumen dijelaskan bahwa: 

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. 

2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/ jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan 

dan pemeliharaan. 

3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif 
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4. Menjamin mutu barang dan/ atau jasa yang diproduksikan dan/ atau 

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/ atau jasa 

yang berlaku. 

5. Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian apabila barang 

dan/ atau jasa diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. 

3. Rukun  Jual Beli 

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi,sehingga 

jual-beli dapat dikatakan sah oleh syara. Dalam menentukan rukun jual beli 

terhadap perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama.Rukun 

jual-beli menurut ulama hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli 

dari pembeli), dan Kabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut 

mereka,yang menjadi rukun dalam dalamjual beli itu hanyalah kerelaan kedua 

belah pihak untuk melakukan transaksi jual-beli.7 

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada 4 empat, yaitu: 

1. Ada orang yang berakad al-muta aqidayn (penjual dan pembeli). 

Para ulama fiqih sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu 

harus memenuhi syarat, yaitu berakal .oleh sebab itu, jual beli yang 

dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya 

tidak sah. 

 

                                                             

7Mardani, fiqh ekonomi syariah fiqh muamalah, (Jakarta : Kencana,2003,hlm. 102. 
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2. Ada sighat. 

Para ulama fiqih sepakat bahwa unsur utama jual beli yaitu kerelaan 

kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab 

yang dilangsungkan. Apabila ijab Kabul telah diucapkan dalam akad 

maka pemilik barang atau uang telah berpindah tangan.Barang yang 

dibeli berpindah tangan menjadi milik pembeli, dan nilai atau uang 

berpindah tangan menjadi milik penjual. 

3. Ada objek yang dibeli. 

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan 

yaitu,barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual 

menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang itu, dapat 

dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, milik seseorang. Barang 

yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, 

boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati 

bersama ketika transaksi sedang berlangsung. 

4. Ada niat tukar pengganti barang 

Nilai tukar barang adalah termaksud unsur kepentingan dalam jual beli 

adalah nilai tukar dari barang yang dijual ( untuk zaman sekarang adalah 

uang ). 
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Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (KHES) Bab IV pasal 57-58 

dan 59 unsur rukun jual beli ada  yaitu : 

1. Pihak-pihak yang berkaitan dalam perjanjian jual beli terdiri atas 

penjual,pembeli,dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut. 

2. Objek jual beli atas benda yang berwujud dan benda yang tidak 

berwujud, benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak, dan yang 

terdaftar maupun yang tidak terdaftar 

Syarat objek yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut : 

a. Barang yang diperjual belikan harus ada. 

b. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan. 

c. Barang yang diperjualbelikan harus berupa barang yang memiliki 

nilai/harga tertentu. 

d. Barang yang diperjualbelikan harus halal. 

e. Barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli. 

f. Kekhususan barang yang diperjualbelikan harus diketahui. 

g. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad. 

3. Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan,lisan, dan isyarat, ketiganya 

memiliki makna hukum yang sama. 

4. Manfaat dan Hikmah Jual Beli. 

a. Manfaat jual beli. 

1) Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang 

menghargai hak milik orang lain. 
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2) Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar 

kerelaan atau suka sama suka. 

3) Masing-masing pihak merasa puas. Penjual menjual barang 

degangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli 

memberikan uang dan menerima barang dagangannya dengan puas, 

dengan demikian, jual beli juga mendorong untuk saling membantu 

antara keduanya dalam kehidupan sehari-hari. 

4) Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang 

haram (batil). 

5) Penjua dan pembeli mendapatkan rahmat dari Allah SWT. 

6) Menumbuhkan ketentraman dan kebahagian. 

7) Keuntungan dan laba dari jual beli dapat digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan dan hajat sehari-hari. Apabila kebutuhan sehari-hari dapat 

dipenuhi, maka diharapkan ketenangan dan ketentraman. 

b. Hikmah jual beli. 

  Hikmah jual beli dalam garis besarnya adalah Allah 

mensyariatkan jual beli dengan sebagian pemberian, keluangan, dan 

keluluasaan kepada hamba-hambanya, karena semua manusia secara 

pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan 

papan.Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih 

hidup. Tak seorang pundapat memenuhi hajat kehidupan sendiri, karena 

manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, 
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tak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pada saling tukar, dimana 

seseorang memberikan apa yang dia miliki untuk kemudian ia 

memperolehnya sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan 

kebutuhan masing-masing. 

B. Transaksi Dalam Hukum Islam. 

 1.  Pengertian transaksi dalam Islam 

   Transaksi adalah perjanjian atau akad dalam bidang ekonomi.  Islam 

menganut kebebasan bertransaksi dan harus didasari prinsip suka sama suka (an 

taradin minkum) tidak ada pihak yang dizalimi. Transaksi muamalah 

mensyaratkan adanya akad atau perjanjian dibuat oleh pihak-pihak yang terlibat. 

Akad ini mengikat semua pihak yang terkait dengan hak dan kewajibannya. Jika 

kita melakukan transaksi yang tidak sesuai dengan syariah, sudah tentu muamalah 

yang kita lakukan haram. Transaksi syariah harus saling ridha, dan transaksi harus 

bebas dari unsur maisir, gharar, dan riba.8 

  Transaksi pertukaran antara barang dengan barang atau barang dengan nilai 

tukar yang berbentuk uang, lazim dikenal sebagai transaksi jual beli. Dalam setiap 

transaksi Islam mewajibkan harus dilandasi dengan niat baik dan ikhlas karena 

Allah. Sehingga terhindar dari bentuk penipuan, kecurangan, dan penyelewengan. 

 Dalam kehidupan masyarakat modern, kebutuhan hidup semakin meningkat, 

dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat maka keinginan masyarakat, 

mengharapkan kebutuhan itu segera terpenuhi, karena jika kebutuhan itu, tidak 
                                                             

8Zikrul Hakim, Paduan Praktis  Transaksi, (Jakarta Timur, 2003), hlm .19. 
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segera terpenuhi maka akan menyita waktu yang cukup banyak, oleh karena itu, 

para produsen mencari alternatif untuk sistem transaksi agar lebih mudah. 

 Dalam bermuamalah, oleh para ulama membuktikan ketentuan atau kaidah 

bahwa kegiatan muamalah dasarnya halal, selama tidak ada ketentuan yang 

mengharamkannya, atau dalil yang melarangnya berdasarkan Al-Qur’an dan Al-

Hadist. 

 Penyebab terlarangnya sebuah transaksi adalah disebabkan oleh beberapa 

fakto-faktor yang mempengaruhi yaitu  sebagai berikut : 

a. Haram zatnya. 

 Transaksi dilarang karena objek (barang atau jasa) yang ditransaksikan 

juga dilarang atau haram, misalnya minuman keras, bangkai, daging babi, 

dan sebagainya. Jadi, transaksi jual beli minuman keras serta yang 

disebutkan diatas adalah haram, walaupun akad jual belinya sah. 

b. Haram selain zatnya 

Haram selain zatnya terbagi menjadi dua bentuk yaitu : 

1. Melanggar prinsip an taradin minkum. 

 Yaitu melanggar dengan cara penipuan (tadlis) yang berarti dimana 

keadaan salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui 

orang lain. Seharusnya mereka mempunyai informasi yang sama 

sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangin. Dan dapat terjadi 

seperti : 

a. Kuantitas, contoh : Perdagangan mengurangin timbangan. 
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b. Kualitas, contoh  :Penjual yang membunyikan cacat 

     barang yang ditawarkan. 

c. Harga, contoh  :Memanfaatkan ketidaktahuan pembeli   

        akan harga dengan menaikan harga  

        diatas harga pasar. 

2. Dasar hukum transaksi dalam Islam 

 Transaksi ekonomi adalah perjanjian atau akad dalam bidang ekonomi. Dalam 

setiap transaksi ada beberapa prinsip dasar yang diterapkan syara, yaitu : 

Setiap transaksi pada dasarnya mengikat orang (pihak) yang melakukan transaksi, 

kecuali apabila transaksi itu menyimpang dari hukum syara , pihak-pihak yang 

bertransaksi harus memenuhi kewajiban yang telah disepakati dan tidak boleh 

saling mengkhianati. 

Surah Al-Maidah, ayat 1. 

                        

                        

 
Hai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad dihahalkan bagimu 
binatang ternak, kecuali yang dibecakan kepadamu. (yang demikian itu) 
dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. 
Sesungguhnya  Allah menetapkan hokum-hukum menurut yang 
dikehendaki-Nya. 
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Syarat-syarat transaksi dirancang dan dilaksanakan secara bebas tetapi 

penuh tanggung jawab, tidak menyimpang dari hukum syara dan adab sopan santun. 

Setiap transaksi dilakukan secara suka rela, tanpa ada paksaan dari pihak mana pun. 

Surah An-Nisa ayat 29. 

                                 

                              

 
’’ Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu 
membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang 
kepadamu’’ 

 
Islam mewajibkan agar transaksi, dilandasi dengan niat yang 

baik dan ikhlas karena Allah SWT, sehingga terhindar dari segala 

penipuan, kecurangan dan penyelewengan. Hadis Nabi SAW menyebutkan 

’’Nabi Muhammad SAW melarang jual beli yang mengandung 

penipuan.’’(H.R. Muslim).  

Pada dasarnya hukum mu’amalah seperti halnya jual beli, 

ariyah, gadai, dan lain-lain adalah halal dan diperbolehkan sebagimana 

asal hukum segala sesuatu yang ada dimuka bumi itu halal dan 

diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. 

Dari Abu Hurairah radiliyallaahu „anhu: telah bersabda Rasulullah 

shallallaahu „alaihi wasallam : 
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 في بيعة فله أوكسهما أو الربامن باع بيعتين أ

’’Barang siapa yang menjual dengan dua penjualan dalam satu transaksi, 
maka baginya harga yang terendah atau riba [H.R.Abu Dawud no. 3461, Ibnu 
Hibban no. 4974, Al-Haakim no. 2292, dan Al-Baihaqi 3/343; dishahihkan oleh Asy-
Syaikh Al-Albani dalam Ash-Shahiihah no. 2326]. [2].’’ 

 
Adapun pengertiannya adalah bahwa hadist Abu Hurairah ( yang terdapat 

keharusan memiliki harga terendah) merupakan jual-beli „ienah yang memang 

termasuk riba.  Ibnul-Qayyim adalah Tahdzibus-sunan (9/240) mengatakan :’’ 

Makna kalimat dalam hadits terdahulu :’’ barang siapa yang melalukan dua jual beli 

dalam satu jual beli, hendaknya ia mengambil yang termurah, bila tidak ia memakan 

riba’ ; yaitu seperti jual beli „ienah. Demikian yang dijelaskan oleh Syaikh Al-

Khaththabi. Karena itu artinya dua jual beli dalam satu jual beli. Yang termurah 

adalah harga kontan, apabila yang diambil lebih mahal, yaitu pembayaran berjangka, 

maka ia telah mengambil harta riba.  

Prinsip dasar transaksi syariah Islam. 

a) Semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarangnya. 

b) Kebebasan membuat kontrak berdasarkan kesepakatan bersama (tirajatun an 

taradhiminkum) dan kewajiban memenuhi akad (aqd). 

c)  Perlarangan dan pengindaran terhadap riba, masyridan, gharar. 

d)  Etika (akhlak) dalam transaksi. 

e) Dokumentasi (penulisan perjanjian/akad) untuk transaksi tidak tunai. 
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3. Bentuk-bentuk transaksi dalam Islam. 

Terdapat beberapa bentuk transaksi dalam kegiatan ekonomi, dimana kegiatan 

tersebut setiap harinya kita lakukan dalam rangka bermuamalah atau 

berhubungan secara sosial yang berkaitan dengan transaksi dalam Islam yang 

dihalalkan, sehingga kita dapat mengambil manfaat dan ridha Allah SWT dalam 

melakukan kegiatan ekonomi tersebut. 

Transaksi tersebut diantara lain yaitu : 

1) Jual beli (Bai’ Al-Murabahah) 

Jual beli bai’murabahah adalah persetujuan saling mengikat antara 

penjual (pihak yang menyerahkan barang) dan pembeli (pihak yang 

membayar barang yang dijual). 

2) Perkongsian (syarikat) 

Syarikat adalah persekutuan antara dua orang atau lebih yang 

bersepakat untuk bekerja sama dalam usaha, yang keuntungannya 

untuk mereka bersama. 

3) Transaksi dalam pemberian kepercayaan. 

Transaksi pemberi kepercayaan adalah akad atau perjanjian mengenai 

penjaminan hutang dengan pemberian kepercayaan. 

4) Utang piutang. 

Transaksi utang piutang adalah akad perjanjian antara pihak yang 

berutang (penjamin) dan pihak yang berpiutang (yang 

meminjamkan). 
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5) Titipan (wadi’ah). 

Wadi’ah adalah transaksi dimana suatu barang ditinggalkan oleh 

pemiliknya untuk dijaga orang lain yang sanggup menjaga barang 

tersebut. 

6) Transaksi pemberian perwakilan dalam transaksi (wakalah). 

Wakalah adalah pemberian kuasa (mewakilkan) kepada pihak lain 

untuk melakukan sebuah transaksi atau pelimpahan kekuasaan oleh 

seseorang. Sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak 

kedua dalam hal-hal yang diwakilkan (dalam hal ini pihak kedua) 

hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang 

diberikan pihak pertama. Namun apabila kuasa itu telah dilaksanakan 

sesuai dengan diisyarakatkan, maka semua resiko dan tanggung 

jawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak 

pertama atau pemberi kuasa. 

C. Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam 
 

Perlindungan atas konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam 

hukum Islam. Islam melihat sebuah perlindungan konsumen bukan sebagai 

hubungan keperdataan semata, melainkan menyangkut kepentingan publik secara 

luas, bahkan menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah SWT. Dalam 

konsep hukum Islam perlindungan berkaitan dengan hubungan vertikal (Manusia 

dengan Allah) dan horizontal (sesama manusia). 
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Dalam Islam melindungi manusia dan juga masyarakat sudah merupakan 

kewajiban negara sehingga melindungi konsumen atas barang-barang yang sesuai 

dengan kaidah Islam harus diperhatikan. 

1. Asas Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam 

Untuk melindungi kepentingan para pihak di dalam lalu lintas 

perdagangan/ perbisnis, hukum Islam menetapkan beberapa asas yang dijadikan 

sebagai pedoman dalam melakukan transaksi, yaitu asas pokok atau pondasi dari 

seluruh kegiatan bisnis di dalam hukum Islam ditempatkan pada asas tertinggi, 

yaitu tauhid adalah (mengesankan Allah SWT).9 Dari asas ini kemudian lahir 

asas istikhlaf, adalah yang menyatakan bahwa apa yang dimiliki oleh manusia 

hakekatnya adalah titipan dari Allah AWT, manusia hanyalah sebagai pemegang 

amanah yang diberikan kepadanya.10 Dari asas tauhid juga melahirkan asasal-

ihsan (benevolence), artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat 

memberikan kemanfaatan kepada orang lain tanpa ada kewajiban tertentu yang 

mengharuskannya untuk melaksanakan perbuatan tersebut.11 

Dari ketiga asas di atas melahirkan asas al-amanah setiap pelaku usaha 

adalah pengemban amanah untuk masa depan dunia dengan segala isinya 

(kholifah fi al-ardhi), oleh karena itu apapun yang dilakukannya akan 

dipertanggung jawabkan di hadapan manusia dan di hadapan sang pencipta (Allah 

                                                             
9 Yusuf  Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, Penerjemah Zainal Arifin dan Dahlia 

Husein,( Jakarta : Gema Insani Press, 1997), hlm. 31. 
10Ibid.,hlm.  40-41. 
11 Faisal Badroen et all, EtikaBisnis dalam Islam, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 102-103.  
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SWT).12Ash-shiddiq adalah perilaku jujur, yang paling utama di dalam berbisnis 

adalah kejujuran. 

Al-adl adalah keadilan, keseimbangan dan kesetaraan yang 

menggambarkan dimensi horizontal dan hubungan dengan harmonisasi segala 

sesuatu di alam semesta ini .Al-khiyar adalah hak untuk memilih dalam transaksi 

bisnis, hukum Islam menetapkan asas ini untuk menjaga terjadinya perselisihan 

antara pelaku usaha dengan konsumen. Ta’awun adalah tolong menolong, 

ta’awun memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan ini karena tidak ada 

satupun manusia yang tidak membutuhkan bantuan dari orang lain, sehingga 

tolong menolong antara sesama manusia merupakan keniscayaan, terutama dalam 

upaya meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Untuk itu, 

dalam hubungannya dengan transaksi antara konsumen dan produsen asas ini 

harus dijiwai oleh kedua belah pihak. 

2. Hak-Hak Konsumen Dalam Hukum Islam 

Menurut hukum Islam ada enam hak konsumen yang membutuhkan 

perhatian serius pelaku usaha, yaitu:13 

1. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, adil dan terhindar 

dari pemalsuan 

2. Hak untuk mendapatkan keamanan produk dan lingkungan sehat 

3. Hak untuk mendapatkan advokasi dan penyelesaian sengketa 

                                                             
12Hasan Aedi, Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam, (Bandung : Alfabeta, 2011), hlm. 59. 
13 Muhammad & Alimin, Etika & Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam, (Yogyarta: 

BPFE, 2004), hlm. 78. 
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4. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari peyalahgunaan keadaan 

5. Hak untuk mendapatkan ganti rugi akibat negatif dari suatu produk 

6. Hak untuk memilih dan memperoleh nilai tukar yang wajar 

Dalam Islam, kerugian atau bahaya fisik yang diderita oleh konsumen 

karena cacat produk atau penipuan adalah perbuatan yang tidak dibenarkan, oleh 

karena itu pelaku usaha/ produsen harus bertanggung jawab atas perbuatannya itu. 

Tanggung jawab jika dihubungkan dengan penyebab adanya ganti rugi (ghaman) 

dapat dibedakan menjadi lima yaitu:14 

1. Ganti rugi karena kerusakan (Dhaman itlaf) 

Dhaman itlaf  adalah ganti rugi akibat dari perusakan barang. Ganti 

rugi itlaf tidak hanya berhubungan dengan kerusakan harta benda saja, 

tetapi juga menyangkut jiwa dan anggota tubuh manusia. 

2. Ganti rugi karena transaksi (Dhaman ‘Aqdin) 

Dhaman ‘aqdin adalah terjadinya suatu aqad atau transaksi sebagai 

penyebab adanya ganti rugi atau tanggung jawab. 

3. Ganti rugi karena perbuatan (Dhaman wadh’u yadin) 

Ganti rugi wadh’u yadin adalah ganti rugi akibat dari kerusakan 

barang yang masih berada di tangan penjual apabila barang belum 

diserahkan dalam sebuah aqad yang sah dan ganti rugi karena perbuatan 

mengambil harta orang lain tanpa izin. 

 
                                                             

14Ibid.,hlm. 40.  
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4. Ganti rugi karena penahanan (Dhaman al-hailulah) 

Dhaman al-hailulah adalah ganti rugi pada jasa penitipan barang (al-

wadi) jika terjadi kerusakan atau hilang, baik kerusakan atau hilangnya itu 

disebabkan karena kelalaian atau kesengajaan orang yang dititipi. Dhaman 

al-maghrur adalah ganti rugi akibat tipu daya. 

5. Ganti rugi karena tipu daya (Dhaman al-maghrur) 

Dhaman al-maghrur sangat efektif diterapkan dalam perlindungan 

konsumen, karena segala bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang 

lain pelakunya harus membayar ganti rugi sebagai akibat dari 

perbuatannya itu. 

Salah satu hak konsumen dalam Islam adalah hak untuk memilih yang 

dikenal dengan istilah khiyar, dimana dalam Kompilasi Hukum Ekonomi 

Syariah (KHES) pasal 69 telah dijelaskan bahwa penjual dan pembeli 

mempunyai hak khiyar/pilih selama berada ditempat jual beli, sejak ijab 

dilakukan hingga berakhirnya pertemuan. Melalui hak khiyar ini, Islam 

memberikan ruang yang cukup luas bagi konsumen dan produsen untuk 

mempertahankan hak-hak mereka dalam perdagangan apakah melanjutkan 

aqad transaksi bisnis atau tidak. Para ulama’ membagi hak khiyar menjadi 

tujuh macam yaitu : 
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1. Khiyar majlis, adalah hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan 

transaksi bisnis selama masih berada dalam satu tempat (majlis).15 

2. Khiyar syarath adalah hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan 

transaksi bisnis sesuai dengan waktu yang disepakati atau syarat yeng 

telah ditetapkan bersama. 

3. Khiyar aibi adalah hak untuk membatalkan transaksi bisnis apabila obyek 

transaksi cacat sekalipun tidak ada perjanjian sebelumnya cacat yang 

dapat dijadikan alasan untuk mengembalikan barang adalah cacat yang 

dapat menyebabkan turunnya harga. 

4. Khiyar tadlis terjadi jika penjual mengelabui pembeli. Dalam hal ini 

pembeli memiliki hak Khiyar selama tiga hari.16Didalam kitab Fiqh 

Empat Madzhab bagian muamalat Abdurrahman Al-Jaziri menyebut 

khiyar jenis ini dengan istilah “khiyar al-taghriri al-fi’liyy (khiyar karena 

tertipu oleh tindakan penjual).17 

5. Khiyar ru’yah adalah hak pilih untuk melanjutkan atau membatalkan 

transaksi bisnis yang dilakukan terhadap suatu objek yang belum dilihat 

pada saat transaksi dilaksanakan.18Untuk sahnya transaksi jual beli/bisnis 

disyaratkan barang dan harganya diketahui dengan jelas oleh penjual dan 

                                                             
15Abdurrahman Al-Jaziri, Fiqih Empat Mazdhab Bagian Muamalah II, terjemahan H. 

Chatibul Umam & Abu Hurairah, (Darul Ulum Press, 2001), hlm. 41. 
 
16Yusuf As-Sabatin, Bisnis Islam Dan Kritik Atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis, (Bogor : Al-

Azhar Press 2009), hlm.312. 
17Abdurrahman Al-Jaziri, Loc. Cit., hlm. 87. 
18M. Ali Hasan, Op. Cit, hlm. 139-141. 
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pembeli. Maka tidak sah menjual atau membeli sesuatu yang tidak jelas, 

karena hal itu akan mendatangkan perselisihan.19 

6. Khiyar al-ghabn al-fahisy (khiyar al-murtarsil) jika penjual dan pembeli 

merasa ditipu maka ia memiliki hak khiyar untuk menarik diri dari 

transaksi jual beli/bisnis dan membatalkan transaksi tersebut. Khiyar 

jenis ini pada suatu saat bisa menjadi hak penjual dan pada saat yang lain 

bisa juga menjadi hak pembeli.  

7. Khiyar Ta’yin adalah memberikan hak kepada pembeli untuk memilih 

barang yang dia inginkan dari sejumlah atau kumpulan barang yang 

dikendatipun barang tersebut berbeda harganya, sehingga konsumen 

dapat menentukan barang yang dia kehendaki.20 

3. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Islam 

Di dalam Islam, tanggung jawab pelaku bisnis memiliki dua dimensi, 

yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Kedua dimensi ini dapat 

diidentifikasi sebagai berikut :21 

a. Adanya dimensi tauhid sebagai ciri tanggung jawab secara vertikal 

kepada Allah SWT.  

b. Adanya dimensi amanah sebagai khalifah di muka bumi bagi para 

pelaku bisnis.  

                                                             
19Abdurrahman Al-Jaziri, Op. Cit., hlm. 106. 
20Ibid., hlm. 316 . 
21Muslich, Bisnis Syari’ah perspektif Mu’amalah dan Manajemen, (Yogyakarta, UPP STIM 

YKPN,), hlm. 23. 
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c. Sumber daya tersedia berlimpah karena karunia Allah SWT yang 

dilimpahkan ke muka bumi ini, yang harus digunakan untuk 

mencapai kesejahtraan bersama antara sesama manusia. 

d. Harus saling tolong menolong dan bekerja sama serta membina 

saling mengasihi di antara semua manusia (stakeholders).  

e. Bisnis merupakan sarana ibadah bagi para pelaku bisnis. 

Menurut Syed Nawab Haider Naqvi tanggung jawab manusia yang 

berhubungan dengan dirinya sendiri dan lingkungan sosialnya, dapat 

direpresentasikan dengan empat aksioma etik, yaitu unity (kestua/ tauhid), 

equilibrium (keseimbangan/kesejajaran), free will (kebebasan), dan respon-

sibility (tanggung jawab).22Bentuk tanggung jawab pada Allah, diri sendiri dan 

masyarakat secara luas atau stakeholders. Adalah dengan adanya itikad baik di 

dalam memproduksi barang-barang, sehingga tidak akan terlintas sedikitpun hal-

hal yang dapat membawa dampak kerugian kepada konsumen atau 

stakeholdersnya. Karena disadari pertanggung jawabannya bukan hanya kepada 

masyarakat selaku konsumen atau stakeholders, tetapi yang paling penting 

adalah pertanggung jawabannya kepada Allah SWT. 

 

 

 

                                                             
22Syed Nawab Haider Naqvi, Menggagas Ilmu Ekonomi Islam, Terjemahan M. Saiful Anam 

& Muhammad Ufuqul Mubin,( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 37. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Adapun yang menjadi tempat Objek  Penelitian ini dilaksanakan di 

toko seperti : Mode lux Jln.Sudirman No.128 Kelurahan Wek 1 Kecamatan 

Padangsidimpuan Utara Feri Ponsel Jln. Jendral Sudirman No 411 Sadabuan  

Padangsidimpuan, toko kembar ponsel Jln. Sisingamangaraja No. 136 B 

Stamiang Padangsidimpuan selatan, Kota Padangsidimpuan sumatera Utara. 

toko Rizki Maju Jaya Siborang. 

B. Jenis Penelitian 

Penelitian adalah suatu proses mencari sesuatu secara sistematis dalam 

waktu relatif lama dengan menggunakan metode ilmiah serta aturan yang 

berlaku. Ditinjau dari jenis penelitian ini adalah penelitan kualitatif dengan 

bentuk studi lapangan (Field Research) yang bersifat deskriftif yaitu 

penelitian yang bermaksud untuk menggambarkan fenomena tentang apa 

yang dialami oleh subjek informasi penelitian, berbentuk penjelasan dan 

memahami fenomena. Misalnya, perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan 

secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa 

pada konteks khususyang menghasilkan data deskriptif  kata-kata tertulis 

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. 
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Penelitian lapangan dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. 

Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk 

menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi di 

tengah-tengah kehidupan masyarakat khususnya di Kota Padangsidimpuan. 

Jadi, mengadakan penelitian lapangan mengenai beberapa masalah aktual 

yang kini sedang terjadi dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau 

proses sosial. Pada prinsipnya penelitian bertujuan untuk memecahkan 

masalah-masalah praktis dalam masyarakat.1 

C. Pendekatan Penelitian 

  Peneliti menggunakan metode pendekatan (sociolegal Research) ilmu 

sosial yang mempelajari hukum atau ilmu yang mempelajari fenomena 

hukum yang bertujuan memberikan penjelasan terhadap praktik-praktik 

hukum dan penerapannya serta menyelidiki suatu permasalahan secara 

sistematis dengan metode ilmiah untuk dapat mendeskripsikan permasalahan 

tersebut, memberikan penyelesaian/solusi atas permasalahan. 

D. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah orang yang memberikan informasi tentang 

objek yang diteliti untuk mendapatkan sebuah keterangan data dalam 

penelitian.2 Adapun subjek penelitian ini adalah di berbagai toko-toko 

elektronik di kota padangsidimpuan seperti : Toko Mode lux Jln. Sudirman 

                                                             
1 Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), 

hlm. 28. 
2Saifuddin Anwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 7. 
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No.128 Kelurahan Wek 1 Kecamatan Padangsidimpuan Utara Feri Ponsel 

Jln.Jendral Sudirman No 411 Sadabuan  Padangsidimpuan, Toko kembar 

ponsel Jln.Sisingamangaraja No. 136 B Stamiang Padangsidimpuan selatan, 

Kota Padangsidimpuan sumatera Utara. Toko Rizki Maju jaya Siborang 

Teknik penelitian informasi dalam penelitian ini adalah digunakan 

secara langsung, dan menggali informasi dari berbagai Toko seperti: Toko 

Mode lux Jln. Sudirman No. 128 Kelurahan Wek 1 Kecamatan 

Padangsidimpuan Utara Feri Ponsel Jln. Jendral Sudirman No 411 Sadabuan  

Padangsidimpuan, Toko kembar ponsel Jln.Sisingamangaraja No. 136 B 

Stamiang Padangsidimpuan selatan, Kota Padangsidimpuan sumatera 

Utara.Toko Rizki Maju jaya Siborang yang diwawancarai, kemudian 

informasi dicari (digali) keterangan mengenai kebenaran informasi lain dari 

toko-toko elektronik di Kota Padangsidimpuan, informasi yang didapatkan 

harus secara langsung untuk mendapatkan data yang diperlukan. 

E. Sumber Data 

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.3 

Penelitian menggunakan sumber data primer dan sekunder, adapun yang 

dimaksud data primer dan sekunder sebagai berikut:  

1. Sumber Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari toko-toko 

elektronik di Kota Padangsidimpuan.Yang menjadi data primer dari 
                                                             

3 Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya,2004), hlm. 166. 
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penelitian ini adalah pihak yang mempunyai kewenangan dalam memberikan 

keterangan secara langsung mengenai hal–hal yang berkaitan dengan objek 

penelitian.Seperti wawancara dengan pemilik toko, pegawai toko dan 

konsumen/ pembeli barang-barang elektronik tersebut. 

2. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang di peroleh 

dari hasil penelaahan dari kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai 

literature atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau meteri 

penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.4 Bahan hukum terbagi 

atau tiga macam, yaitu: 

a) Bahan Hukum Primer 

Bahan primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya 

mempunyai kekuatan, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan 

yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.5 Jadi menjadi 

bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah : 

1. Al- Qur’an 

2. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 

3. Undang-undang Perlindungan Konsumen 

b) Bahan Hukum Sekunder 

                                                             
4 Mukti Fajar Nur Dewata & Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & 

Empiris, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 156.  
5Ibid. 



41 

 

 

 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat 

memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. 

1. Buku tentang  Pelindungan Konsumen 

2. Buku tentang Fiqh Muamalah 

3. Buku tentang Hukum Perjanjian Jual Beli dalam Islam. 

c) Bahan hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat menjelaskan 

baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Adapun bahan 

hukum tersier dalam penelitian ini yaitu: 

1. Kamus Hukum 

2. Eksiklopedi Hukum 

F. Teknik  Pengumpulan Data 

Yaitu teknik pengumpulan data yang dengan cara penelitian 

langsung di lapangan. Teknik pengumpulan data ini diperlukan yang 

akurat tentang permasalahan yang diteliti oleh penulis. Teknik 

pengumpulan data yang di gunakan oleh penulis adalah : 

a) Studi Lapangan 

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara terjun ke objek 

penelitian untuk mengadakan penelitian secara langsung. Studi lapangan 

ini dapat di contohkan dengan adanya observasi dan wawancara yaitu: 
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1) Observasi adalah sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis 

terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.6Observasi yaitu 

pengadakan pegamatan langsung terhadap objek penelitian. Observasi 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah obsevasi non partisipan. Jenis 

observasi ini tidak melibatkan diri kedalam observasi hanya pengamatan 

dilakukan secara pantas pada saat tertentu kegiatan observasinya.7 

2) Wawancara yaitu mengadakan pengamatan langsung terhadap sumber 

data. Wawancara adalah alat pengumpulan informasi dengan cara 

mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan  

yang mana wawacara merupakan merupakan kontak langsung dengan 

tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi yang bertujuan 

memperoleh data tentang masalah di atas.8 

b) Studi Kepustakaan 

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji dan 

mempelajari buku–buku, data arsip, dokumen maupun peraturan– 

peraturan yang yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam 

transaksi jual beli elektronik di Kota Padangsidimpuan. 

 

 

 

                                                             
6  Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 158. 
7 P. Joko Subagyo, Metode Penelitian, (Jakarta: Asdi Mahasadya, 2004). hlm. 66. 
8Ibid.,  hlm. 165. 
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G. Teknik  Pengolahan dan Analisa Data 

Analisa data menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, 

mengorganisasikannya kedalam suatu pola kategori dan uraian dasar.9 

Proses analisis data dimulai dengan menelah seluruh data yang tersedia, 

terkumpul dari sumber seperti wawancara, setelah dipelajari secara 

mendalam, maka mengadakan pengolahan selanjutnya adalah menyusun 

dan mengelompokkan sesuai dengan pembahasan. 

Setelah data lengkap terkumpul langkah selanjutnya adalah 

mengadakan pengolahan analisis data. Data yang diolah kemudian 

dianalisis, analisis data merupakan hal yang penting dalam penelitian 

ilmiah, karena dengan analisis data tersebut data tersebut dapat memberi 

arti dan makna yang berguna untuk penyelesaian masalah penelitian. 

Dalam analisis data yang deskriptif menggambarkan secara sistematis 

tentang perlindungan konsumen dan akad yang ada di transaksi jual beli 

elktronik menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada berbagai 

toko, seperti : toko Mode lux Jln.Sudirman No.128 Kelurahan Wek 1 

Kecamatan Padangsidimpuan Utara Feri Ponsel Jln. Jendral Sudirman No 

441 Jln. Sudirman Kota Padangsidimpuan, toko kembar ponsel 

Jln.Sisingamangaraja No. 136 B Stamiang Padangsidimpuan selatan, toko 

Rizki Maju Jaya Siborang. 

 
                                                             

9 Lexy Moleong, Op. Cit., hlm. 175-178. 
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H. Teknik Uji Keabsahan Data 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, bersifat 

kualitatif, yaitu penelitian yang dimaksud kan untuk memahami fenomena 

tentang yang dialami, oleh subjek penelitian, seperti perilaku, tindakan, 

resepsi, dan lain-lain. Holistik, dengan cara mendeskripsi dalam bentuk 

kata-kata yang naratif, dalam konteks khusus, yang alamiah dengan 

memanfaatkan berbagai metode ilmiah jenis data yang digunakan penulis 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari nara sumber, 

yang berhubungan objek penelitian. Data primer diperoleh dari 

keterangan-keterangan dan penjelasan dari pihak toko-toko 

elektronik dan konsumen. 

2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung 

narasumber, berasal dari dokumen, bahan pustaka, hasil-hasil 

penelitian, dan sebagian yang berkaitan penelitian penulis. 
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   BAB IV  

  HASIL PENELITIAN 

 

A. Hak-Hak Yang Tidak Terpenuhi Dalam Transaksi Jual Beli Elektronik Di 

Kota Padangsidimpuan. 

a. Keterlambatan barang  

Dimana keterlambatan barang yaitu dimana pelaku usaha dalam menjualkan 

barang elektronik dan konsumen telah membeli suatu barang dan sudah 

sepakat dengan perjanjian tersebut, ternyata dalam pengiriman atau 

kedatangan barang tidak sesuai dengan harapan konsumen, jadi konsumen 

merasa kecewa terhadap apa yang telah disepakti. 

b. Ketidaksesuaian barang  

Ketidaksesuaian barang yaitu pesananan konsumen/ rekanan barang yang 

dipesan oleh pihak konsumen tidak sesuai dengan yang di inginkan dan   

konsumen, padahal sudah sepakat kedua belah pihak ternyata,  barang tersebut 

tidak sesuai  dengan harapan konsumen. 

Adapun hasil penelitian wawancara dengan konsumen di berbagai toko 

elektronik di Kota Padangsidimpuan yang menjadi salah satu pewakilan telah 

mewawancarai yaitu : 

a. Amir Syarifuddin  
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Saya menjadi konsumen di salah satu toko elektronik di Kota 

Padangsidimpuan, pada tanggal 18 Maret 2018 saya membeli produk 

handphone saat saya membeli barang tersebut rupanya barangnya tidak 

sesuai dengan keinginan, lalu saya menukarkan barang tersebut namun 

pihak toko, tidak merespon dan pihak toko menyuruh untuk mengganti 

dengan produk/ barang lain. Akan tetapi konsumen tetap tidak mau dan ia 

ingin tetap barang tersebut, dimanakah hak-hak saya sebagai konsumen.1 

b. Andri Hidayat 

Saya menjadi konsumen di salah satu toko elektronik di Kota 

Padangsidimpuan pada tanggal 20 Maret 2018 saya membeli suatu produk 

berupa handphone saya telah memesan handphone tersebut, ternyata 

barangnya belum sampai ketangan konsumen dengan waktu perjanjian 

yang telah disepakati, banyak terjadi keterlambatan barang, dan konsumen 

merasa dikecewakan atas perjanjian tersebut.2 

c. Lina Marlina 

Selanjutnya wawancara saya dengan ibu Lina Marlina, pekerja 

sebagai ibu rumah tangga, adalah konsumen di salah satu toko elektronik di 

Kota Padangsidimpuan saya membeli suatu produk berupa handphone saya 

telah memesan handphone tersebut dan sudah sepakat dengan harga yang 

diperjanjikan, ternyata setelah saya mengecek barang tersebut  ada barang 

                                                             
1Amir Syarifudin, Honor Sekolah Dasar, Wawancara Tanggal 20 Maret 2018. 
2Andri Hidayat, Pelajar, Wawancara Tanggal 20 Maret  2018. 
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yang rusak akibat tertimpa dengan barang yang lain, dan saya meminta 

kepada pihak toko untuk menggantikannya dan pihak toko tidak merespon 

dan hanya menggunakan garansi toko dengan waktu yang ditentukan.3 

d. Andi Siregar 

 Selanjutnya wawancara dengan Bapak Andi Siregar bekerja sebagai 

Penjualan alat-alat tulis (ATK) adalah menjadi konsumen di salah satu toko 

elektronik di Kota Padangsidimpuan, Pada tanggal 18 Maret 2018 saat saya 

membeli suatu Produk Handphone dengan harga ketentuan yang telah 

diinginkan dan sudah mempunyai kesepakatan, ternyata barang yang datang 

itu, harganya tidak sama dengan barang yang dipesan, sehingga pembeli 

merasa kecewa. Sehingga pembeli harus  menambahkan kekurangan tersebut.4 

e. Sahkuala harahap 

 Saya menjadi Konsumen di salah satu toko elektronik di Kota 

Padangsidimpuan, pada tanggal 20 Maret 2018 pada saat membeli produk 

handphone, dan  membeli handphone itu dengan melalui brosur pemesanan, 

saat waktu yang ditentukan, ternyata barang  handphone tersebut tidak ada, 

dan pihak pembeli merasa dikecewakan, dan meminta uang nya di 

kembalikan. Ternyata pihak penjual tidak mau mengembalikan sepenuhnya, 

padahal tidak ada perjanjian pemotongan. 

                                                             
3Lina Marlina, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Tanggal 22 Maret 2018. 
4Andi Siregar, Penjual Alat-Alat Tulis, Wawancara Tanggal 27 Maret 2018. 
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a. Penyelesaian Yang dilakukan Dalam Transaksi Jual Beli 

Elektronik di Kota Padangsidimpuan 

Penyelesaian yang dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen dalam 

transaksi jual beli elektronik di Kota Padangsidimpuan, dengan mengganti barang 

bila barang yang diinginkan konsumen tidak sesuai yang diinginkannya atau 

barangnya terlambat dan pihak toko mengarahkan ke barang yang lain atau 

mengadakan perdamaian antara kedua belah pihak baik konsumen dan pelaku usaha.   

Supaya tidak ada yang merugikan satu sama lain, Adapun konsumen telah membeli 

suatu barang tetapi barangnya tidak cocok yang diinginkan namun pelaku usaha 

menanggapinya untuk mengganti barang tersebut dan menambahkan harganya. 

Namun pihak konsumen dalam melakukan transaksi jual beli elektronik 

menginginkan supaya transaksi berjalan sesuai dengan aturan yang telah disepakati, 

dimana posisi konsumen tidak ingin mendapatkan kerugian atas apa yang telah di 

paparkan oleh pihak penjual dalam menjualkan produk/barang tersebut yang tidak 

sesuai dengan keinginan konsumen. Dan konsumen tentunya mengharapkan transaksi 

jual beli elektronik agar mendapatkan pelayanan yang baik dan  mendapatkan hak-

hak nya sebagai konsumen. 

B. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang Perlindungan 

Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Elektronik Di Kota Padangsidimpuan 

Transaksi konsumen merupakan suatu perikatan, yang terutama bersangkut 

paut dengan perikatan keperdataan. Dalam kacamata hukum perdata, perikatan 

transaksi konsumen ini tidak serta merta terjadi begitu saja, ada suatu kegiatan yang 
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mendahuluinya. Perikatan konsumen merupakan pelaksanaan dari perikatan 

sebelumnya yang dapat disebut pra transaksi konsumen.  

Setelah transaksi konsumen dilaksanakan, masih ada perikatan lain yang harus 

dipenuhi oleh kedua belah pihak yang dapat disebut pasca transaksi konsumen. 

Begitu pula yang terjadi dalam praktek pedagangan jual beli barang elektronik seperti 

handphone suatu perjanjian tidak terjadi serta merta dan berakhir dengan sendirinya, 

namun melalui beberapa tahap yang mana tahap yang satu mempunyai keterkaitan 

dengan tahap yang lain yang dapat dijabarkan menjadi tiga tahap yaitu tahap pra 

transaksi jual beli barang elektronik misalnya handphone. 

 

1. Tahap Pra Transaksi atau Penawaran Handphone melalui Brosur. 

a) Tahap pra transaksi konsumen biasanya ditandai oleh penawaran dari 

penjual kepada calon pembelinya. Melalui brosur-brosur diselembaran 

kertas untuk disebar luaskan kepada masyarakat agar dapat mengetahui 

dan berminat unuk membeli barang tersebut dengan langsung dating ke 

toko tersebut. 

b) Tahap pra transaksi handphone melalui iklan. 

Dimana pada tahap ini, penjual atau produsen menjualkan atau 

mempromosikan barangnya melalui iklan, dengan menunjukan bentuk, 

harga, serta kwalitas barang tersebut agar konsumen berminat untuk 

membeli barang tersebut. 

c) Tahap pra transaksi handphone melalui pameran. 
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Dimana pada tahap ini penjual atau pedagang barang-barang elektronik 

menjualkan barang tersebut disaat ada acara-acara atau moment tertentu 

dan masyarakat mengunjungi suatu pameran yang menjadikan 

masyakarat ingin berminat, karena didalam pameran tersebut banyak 

sekali diskon, serta hadiah-hadiah yang akan diberikan penjual kepada 

konsumen yang telah tertarik dengan barang tersebut. 

Dalam perdagangan barang-barang elektronik penawaran yang lazimnya 

dilakukan melalui media massa atau bentuk brosur yang ditempel atau disebar 

luaskan kepada masyarakat secara menarik dengan penawaran harga yang murah 

sehingga pembeli (konsumen) tertarik dengan itu. Kemasan penawaran demikian 

disebut dengan iklan. Berkenaan dengan iklan ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 pelaku usaha dalam penawaran barang dan/jasa yang ditujukan untuk 

diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau 

pernyataan yang tidak benar : 

a. Harga atau tarif suatu barang dan/ atau jasa. 

b. Kegunaan suatu barang dan/atau jasa. 

c. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/ 

atau jasa. 

d. Tawaran atau potongan atau hadiah menariknya ditawarkan, bahaya 

penggunaan barang dan/atau jasa. 
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2. Tahap Transaksi atau Perjanjian Jual Beli Barang Elektronik Seperti 

Handphone. 

Seperti dalam perjanjian pada umumnya unsur pokok dari perjanjian jual 

beli adalah barang atau harga.Sesuai dengan asas ’’konsesualisme” perjanjian jual 

beli lahir pada detik tercapainya sepakat mengenai barang atau harga.Tahap ini 

merupakan tahap yang paling penting dari transaksi jual beli barang elektronik 

yang mana suatu perjanjian jual beli terjadi pada waktu penjual menulis 

spesifikasi komponen yang akan dijual dengan pencebutan harga, dan pembeli  

menyatakan setuju dengan harga yang telah disepakati. 

Untuk terlaksananya perjanjian jual beli barang elektronik seperti 

handphone adalah kwitansi pembelian yang dikeluarkan oleh pihak penjual (toko) 

sebagai bukti bahwa konsumen membeli barang tersebut ditokonya dan dianggap 

sebagai bentuk perjanjian dalam transaksi jual beli barang elektronik, setiap 

produk apapun yang ditawarkan kepada konsumen haruslah diserti informasi 

yang benar atas produk tersebut. Informasi ini sangat penting dan diperlukan agar 

konsumen tidak sampai mempunyai gambar yang tidak sesuai dengan keinginan 

konsumen. Demikian pula dengan penjual wajib untuk memberikan informasi 

keadaan barang yang dijual dengan benar dan jelas, tidak boleh melebih-lebihkan 

dan tidak boleh mengurangi informasi artinya pihak penjual tidak hanya 

menginformasikan kelebihan atau kelemahan-kelemahan produknya. 

3.  Tahap Pasca Transaksi Jual Beli Barang Elektronik Seperti Handphone. 
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Tahap dari proses transaksi konsumen ini adalah perikatan setelah 

peralihan barang atau jasa yang pokok dilakukan. Sering terjadi, untuk pembelian 

barang-barang tertentu produsen atau penyalur produk (penjual) memberikan 

garansi dalam jangka waktu terbatas, misalnya satu tahun.Selama jangka waktu 

itu setiap keluhan konsumen atas barang tersebut, sepanjang bukan disebabkan 

kesalahan pemakaian dapat diajukan kepada produsen atau penyalur produk 

(penjual). Ini biasanya disebut purna jual, dimana peranan perlindungan hukum 

bagi konsumen memegang kendali yang sangat penting. 

Pada saat terjadi perjanjian jual beli, pihak penjual memberikan jaminan 

yang berupa garansi selama beberapa waktu tertentu atas barang elektronik seperti 

handphone yang dibeli konsumen. Menurut pihak toko, masa garansi merupakan 

suatu masa dimana konsumen dapat melihat, mengamati, menentukan dan 

meneliti keadaan barang tersebut yang dibeli tidak sesuai dengan yang 

diperjanjikan dan tidak sesuai dengan harapan konsumen. 

 Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 69 telah 

dijelaskan bahwa penjual dan pembeli mempunyai hak khiyar/pilih selama 

berada ditempat jual beli, sejak ijab dilakukan hingga berakhirnya pertemuan 

dan  khiyar menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 ayat 

8 adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau 

membatalkan akad jual beli yang dilakukannya. Dimana menurut para ulama 

fiqh mendefiniskan khiyar adalah hak pilih bagi salah satu atau kedua belah 

pihak yang melaksanakan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi 
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masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Dalam arti lain pembeli harus 

lebih berhati-hati sebelum memutuskan untuk melakukan jual beli elektronik. 

Meskipun dalam jual beli elektronik sering didasari dengan rasa percaya antara 

kedua belah pihak, tetapi pembeli harus berhati-hati dan teliti sebelum barang 

itu diterima. Jika barang tidak sesuai dengan pesanan, maka transaksi tersebut 

dapat dibatalkan.5 

 Dari hasil penelitian peneliti di dalam perlindungan konsumen dalam 

transaksi jual beli elektronik di Kota Padangsidimpuan, bahwa pelaksanaan 

transaksi jual beli elektronik ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 

(KHES) yang ada di Kota Padangsidimpuan tidak sesuai dengan kesepakatan 

perjanjian, dan konsumen merasa dirugikan maka konsumen merasa tidak puas 

dan tidak sesuai dengan yang diharapkannya.  

 Jadi menurut penulis pelaksanaan perlindungan konsumen dalam 

transaksi jual beli elektronik di Kota Padangsidimpuan tidak sesuai dengan 

ajaran Islam, seharusnya dalam perlindungan transaksi jual beli elektronik di 

Kota Padangsidimpuan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam 

dan memenuhi syarat-syarat dan rukun dalam jual beli barang elektronik supaya 

tidak ada pihak yang dirugikan dalam proses transaksi jual beli elektronik di 

Kota Padangsidimpuan. 

  

                                                             
5Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, (Bandung: Fokus Media), hlm. 56. 
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C. Perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli Elektronik di Kota 

Padangsidimpuan 

Transaksi jual beli elektronik dapat dilakukan berdasarkan kontrak 

elektronik didalam penjualan produk/barang atau bentuk kontraktual lainnya 

sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen 

dalam membeli suatu barang/ produk berupa handphone yang ada ditoko tersebut, 

agar sesuai dengan harapan konsumen dan konsumen tidak merasa kecewa atas 

pembelian produk/ barang tersebut, transaksi elektronik dianggap sah apabila, 

terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak yang akan membeli suatu produk/ 

barang. 

Berikut ini akan dibahas seputar perlindungan konsumen dan bagaimana 

pelaksanan transaksi jual beli elektronik  di Kota Padangsidimpuan. Beberapa 

informasi telah peneliti dapat dari hasil kajian lapangan mengenai masalah 

transaksi jual beli handphone di Kota Padangsidimpuan 

Berikut ini merupakan data penjulan barang-barang elektronik yang telah 

diidentifikasi di Kota Padangsidimpuan : Toko Mode luxs, Feri Ponsel, Kembar 

Ponsel dan Rizki jaya ponsel. 

Pelaksanaan  jual beli elektronik di Kota Padangsidimpuan, berdasarkan 

wawancara dengan  ibu Imelda Namora sebagai pemilik, toko Mode Luxs berdiri 

sejak bulan Maret  pada tahun 1999, bertepatan dengan launcing single pertama 

telkomsel di Padangsidimpuan, dan masih konter pertama di Padangsidmpuan, 

toko ini menjual barang-barang elektronik seperti, Handphone, Leptop, dan 
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tablet, dimana setiap harinya terjadi puluhan transaksi jual beli barang elektronik 

misalnya seperti handphone, yang membedakan barang-barang yang dijual ditoko 

ini, yaitu mengutamakan kwalitas dan kwantitas dengan barang-barang yang 

original dan non original, dan lebih mengutamakan yang lebih baik dari pada 

yang biasa saja, pemasok barang-barang elektronik dari distributor resmi dari 

Jakarta, pelayanan yang diberikan di toko tersebut para pramator sering 

mengadakan promo-promo dan iven-iven serta memberikan hadiah-hadiah, 

menekan kan kepada F.L. Agar mengedepankan etika dalam berbisnis, sedangkan 

menurut ketentuan klausula baku yang tertulis di struk atau nota pembayaran pada 

setiap masing-masing penjualan didapatkan kewajiban konsumen adalah menjaga 

barang agar  tetap baik.6 

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan ibu Enur Sanuri beliau 

adalah pemilik toko kembar ponsel, bahwa berdirinya toko kembar ponsel ini 

sudah lama sejak tahun 2003 di Medan, dan pada tahun 2009-2010 toko ini 

berdiri pusatnya di Kota Padangsidimpuan bertempat di siborang dan sekarang 

sudah berlokasi di Stamiang, toko ini menjual barang-barang elektronik seperti 

leptop, handphone, komputer, menjual acesories handphone serta 

perlengkapannya, dan yang membedakan dari penjualan barang elektronik di toko 

ini yaitu tidak hanya bentuk ponsel akan tetapi ada juga bidang aitie artinya toko 

ini juga fokus kepada bidang aitie seperti leptop dan perlengkapan leptop dan 

masih banyak barang-barang lainnya, dimana pemasok barang toko ini dari 
                                                             

6Imelda simamora, Pemilik Toko Mode Luxs, Wawancara Tanggal 09 Maret 2018. 
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Jakarta seperti leptop dan komputer sedangkan handphone dari Medan, dimana 

barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan ditoko tersebut.7 

Selanjutnya hasi wawancara peneliti dengan ibu Wardania Kepala toko 

feri ponsel beliau mengatakan bahwa toko ini menjual barang-barang elektronik 

khususnya yaitu handphone dimana pelayanan yang diberikan semaksimal 

mungkin kepada konsumen, pemasok barang-barang elektronik seperti 

Handphone ini langsung dari Jakarta, toko ini menjual berbagai merek seperti 

Oppo, Samsung, Lenovo, Asus dan juga xiomi dengan harga-harga yang sesuai 

dengan tipe-tipe handphone tersebut dan diskon diberikan pada waktu-waktu 

tertentu yang akan diberikan kepada konsumen.8 

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan bapak Anwar kepala toko 

rizki jaya, bahwa toko ini menjual barang-barang elektronik seperti handphone, 

pemasok barang ini dari Jakarta, produk-produk di toko ini beraneka ragam 

bentuk, merek dan sesuai harga yang telah dicantumkan, agar konsumen tertarik 

dengan produk-produk yang dipasarkan, dan setiap harinya terjadi transaksi jual 

beli barang.9 

Hak dan kewajiban yang satu dengan yang lain tidak boleh saling 

merugikan, hak dan kewajiban terbukti dalam tindakan perorangan atau 

kelompok. Salah satu tindakan tersebut adalah tindakan konsumen dalam 

melakukan hubungan hukum. Demi kelancaran hubungan hukum tersebut perlu 

                                                             
7Enur Sanuri, Pemilik Toko Kembar Ponsel, Wawancara Tanggal 11 Maret 2018. 
8Wardania, Kepala Toko Feri Ponsel, Wawancara Tanggal 12 Maret 2018. 
9
 Anwar, Kepala Toko Rizki Jaya, Wawancara Tanggal, 15 Maret 2018. 
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diterapkan ketentuan-ketentuan yang berlaku agar hukum tersebut dapat berjalan 

dengan tertib, lancar dan teratur serta mempuyai kepastian hukum. 

Berdasarkan data hasil penelitian dengan para konsumen ditoko-toko 

elektronik Mode luxs, toko Feri ponsel, toko Kembar ponsel dan toko Rizki jaya 

bahwa : 

a. Konsumen berhak mendapat perlakuan baik seperti ramah, senyum, sapa dan 

salam dari pihak pelaku usaha dalam penjualan barang elektronik. 

b. Konsumen berhak mengajukan complain kepada pelaku usaha penjual barang 

elektronik, jika terjadi kelalaian yang dilakukan pelaku usaha penjualan 

barang elektronik dalam menjalankan usahanya. 

Sedangkan berdasarkan ketentuan klausa baku yang tertulis di struk atau 

nota pembayaran pada setiap masing-masing usaha penjualan barang elektronik 

didapatkan bahwa hak konsumen meliputi : 

1. Menjaga barang yang sudah dibeli agar tetap terjaga 

2. Produk/barang yang dibeli lengkap. 

3. Menyimpan kotak handphone, buku panduan serta nota pembelian (Kwitansi). 

Kewajiban konsumen berdasarkan data hasil penelitian dengan para 

konsumen ditoko elektronik Mode luxs, Feri ponsel, Kembar Ponsel dan Rizki 

jaya didapat data bahwa : 

a. Konsumen wajib membayar sejumlah uang kepada pelaku usaha seperti yang 

tercantum dalam perjanjian. 
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b. Konsumen wajib mengisi data-data identitas setelah melakukan pembayaran 

dan membeli barang tersebut. 

c. Konsumen mengambil barang setelah proses persyaratan telah selesai. 

Sedangkan menurut ketentuan klausula baku yang tertulis di struk atau 

nota pembayaran pada setiap masing-masing penjualan barang elektronik 

didapatkan bahwa kewajiban konsumen. 

1. Harus menyimpan barang yang sudah dibeli seperti dirawat/dijaga. 

2. Adanya bukti (kartu garansi) 

3. Nota pembelian barang tersebut 

4. Jangan menyimpan perangkat di dekat atau di dalam pemanas, microwave, 

peralatan memasak, atau wadah bertekanan tinggi. 

Berdasarkan dari hasil data penelitian dan data klausula baku yang tertulis 

di struk atau nota pembayaran, maka hak dan kewajiban pelaku usaha dalam 

penjualan barang elektronik agar tidak terjadi kerugian di masing-masing pihak, 

hak dan kewajiban pelaku usaha dalam perjanjian pelayanan penjulan barang 

elektronik. 

Konsumen dan pelaku usaha penjualan barang elektronik dalam 

melakukan pelayanannya, selalu melakukan perjanjian secara tertulis yang 

tertuang dalam nota atau struk pembayaran. Dari setiap konsumen yang telah 

menyepakati perjanjian secara tertulis yang tertuang dalam nota atau struk 

pembayaran. 
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Apa saja hak pelaku usaha berdasarkan perjanjian yang di pakai oleh 

pelaku usaha dalam penjualan barang elektronik dan konsumen adalah : 

1. Memberikan garansi (jaminan) sesuai dengan ketentuan produk yang dijual 

tersebut 

2. Apabila sudah memberikan faktur, dalam 24 jam dan tidak ingin 

menggunakan barang tersebut akan dikenakan potongan harga, untuk tipe-tipe 

tertentu, yang ditentukan, atau kebijakan toko tersebut. 

Sedangkan berdasarkan ketentuan klausula baku yang tertulis di struk atau 

nota pembayaran pada setiap masing-masing usaha penjualan barang elektronik 

didapat bahwa hak konsumen meliputi : 

1. Barang yang dibeli harus bagus 

2. Adanya abstersell (keluhan) 

3. Adanya garansi yang telah disesuaikan dengan toko tersebut. 

b. Kewajiban pelaku usaha dalam penjulan barang elektronik 

Kewajiban pelaku usaha, meliputi hak-hak yang dimiliki oleh konsumen 

ditambah dengan kewajiban lainnya yang pada dasarnya untuk melindungi 

kepentingan konsumen. Berdasarkan data hasil wawancara dengan pemilik toko-

toko elektronik di Mode luxs, Feri ponsel, Kembar ponsel dan Rizki jaya 

kewajiban pelaku usaha penjualan barang elektronik adalah : 

1. Pelaku usaha penjualan barang elektonik wajib melayani konsumen dengan 

baik seperti ramah, senyum, sapa dan salam. 
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2. Pelaku usaha penjualan barang elektronik wajib menggantikan jika ada barang 

yang rusak karena kelalaian pelaku usaha penjulan barang elektronik. 

3. Pelaku usaha penjualan barang elektronik wajib melayani pengaduan 

konsumen jika masih dalam batas waktu yang ditentukan seperti tercantum 

dalam nota atau struk pembayaran. 

Pelaku usaha penjualan barang elektronik dalam memberikan 

pelayanannya, harus tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.  

Waktu pembelian barang tersebut antara pelaku usaha dengan konsumen yaitu 

setelah konsumen sudah sepakat. Disisi lain, kewajiban bagi pelaku usaha ( dalam 

hal ini adalah penjual dalam transaksi jual beli elektronik) yaitu dalam 

perlindungan konsumen. 

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya 

b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/ atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, 

perbaikan dan pemeliharaan. 

c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif. 

d. Menjamin kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau 

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa 

yang berlaku. 
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e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji,/ atau mencoba 

barang/ atau jasa tertentu serta memberikan jaminan/ atau garansi atas barang 

yang dibuat/ atau jasa yang diperdagangkan. 

f. Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian atas kerugian 

akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang/ jasa yag 

diperdagangkan. 

g. Memberikan kompensasi, ganti rugi/atau penggantian apabila barang/ atau 

jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan yang diperjanjian. 

Berdasarkan peraturan diatas, maka tampak bahwa hak dan kewajiban 

pelaku usaha berimbal balik dengan hak dan kewajiban konsumen. Ini berarti hak 

bagi konsumen adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. 

Demikian pula dengan kewajiban konsumen merupakan hak yang akan diterima 

pelaku usaha. Pelaku usaha dan konsumen dalam menjalankan kegiatan 

pelayanan jual beli produk/barang harus melaksanakan semua kewajiban yang 

telah disepakati sebelumnya. Menurut bahasa hukum, kewajiban yang harus 

dipenuhi adalah prestasi dan pihak yang tidak memenuhi kewajibannya dianggap 

melakukan wanprestasi. Dengan adanya wanprestasi pihak yang telah memenuhi 

kewajibannya memiliki hak untuk menuntut pihak yang  melakukan wanprestasi 

agar melakukan prestasinya. 

Hubungan hukum dengan konsumen dan pelaku usaha dalam jual beli 

elektronik yang berdasarkan nota atau struk pembayaran akan menimbulkan 
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perikatan, jadi jika salah satu pihak melanggar kesepakatan yang mereka buat 

maka dituntut untuk memberikan ganti kerugian yang dialami. 

Dalam hal wanprestasi tersebut di atas, wanprestasi yang dilakukan oleh 

pihak pelaku usaha dalam jual beli elektronik sesuai dengan pendapat R. Subekti 

wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) dapat berupa tiga macam yaitu : 

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan 

2. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya 

3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat. 

Penjelaskan lebih lanjut bahwa jika telah terjadi wanprestasi maka para 

pelaku usaha tersebut akan membayar ganti rugi karena telah melakukan kelalaian 

dalam menjalankan usahanya. Sesuai dengan perjanjian yang telah masing-

masing pihak sepakati dalam nota pembayaran. 

D.  Analisa 

 Islam merupakan agama yang sempurna yang dibawa oleh Nabi besar 

Muhammad SAW yang didalamnya telah mengatur tentang kehidupan manusia 

dalam segala bidang, salah satunya adalah muamalah. Al-Qur’an adalah kitab 

umat Islam merupakan dasar hukum tertinggi dalam mencari sebuah ketentuan 

hukum yang terjadi dimasyarakat. 

 Perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli elektronik telah 

menentukan syarat dan rukun agar sesuai dengan syariat-syariat Islam agar tidak 

ada pihak yang dirugikan dalam perjanjian tersebut. Ada pun syarat dan rukun 

tersebut telah dipaparkan dalam bab sebelumnya. Walaupun telah dijelaskan 
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dalam ayat Al-Qur’an dalam melakukan perdagangan yang 

diperbolehkan.Namun prakakteknya dimasyarakat masih banyak yang 

melanggar dan tidak sesuai dengan ketentuan agama demi keuntungan salah 

satu pihak. 

 Telah digambarkan pada bab sebelumnya tentang perlindungan 

konsumen dalam transaksi jual beli elektronik di Kota Padangsidimpuan, 

dimana apabila konsumen dalam melakukan transaksi jual beli eleketronik 

berupa handphone jika tidak ada barang tersebut dan tidak ada kecocokan 

dengan keinginan konsumen maka tidak ada namanya pengembalian uang, 

namun pelaku usaha tetap mengalihkan produk/ barang lain kepada konsumen 

untuk mencari merek dan barang lain. 

 Jadi menurut saya dalam perlindungan konsumen dalam transaksi jual 

beli elektronik di Kota Padangsidimpan belum sesuai dengan ajaran Islam, 

seharusnya pelaku usaha dalam menjualkan suatu produk/barang harus sesuai 

dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam dan memberikan suatu gambaran 

berupa informasi yang lebih jelas dan tidak berlebihan supaya tidak merugikan 

konsumen/ pembeli dalam melakukan transaksi jual beli elektronik di Kota 

Padangsidimpuan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, pengelolahan dan analisis data yang peneliti 

lakukan terkait dengan perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli 

elektronik di Kota Padangsidimpuan, maka peneliti dapat memberi kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Perlindungan hak-hak konsumen dalam jual beli elektronik di Kota 

Padangsidimpuan dilihat dari prakteknya belum terlaksana dengan baik, karna 

masih ada ditemukan dilapangan ketidaksesuain antara pelaku usaha dalam 

menjualkan barang-barang elektronik dan jual beli yang dilaksanakan belum 

menggunakan hak khiyar. 

2. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap perlindungan 

konsumen dalam jual beli elektronik di Kota Padangsidimpuan, belum 

terlaksana, karena masih ada yang belum  sesuai dengan ketentuan-ketentuan 

yang berlaku baik dari segi produk maupun dari segi pelayananya. bahwa 

pelaku usaha/ penjual tidak mau merespon atau membatalkan transaksi jual 

beli dan meminta kepada konsumen agar memilih merek atau barang lainya 

setelah terjadi transaksi jual beli, padahal tidak ada kesepakatan antara kedua 

belah pihak dan bukan merupakan kelalaian dari pembeli. Pelaku usaha tidak 

mau bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan, sedangkan didalam 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 Ayat 8  adalah hak pilih bagi 
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penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli 

dilakukannya. Dan dalam pasal 69 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 

69 telah dijelaskan bahwa penjual dan pembeli mempunyai hak khiyar/pilih 

selama berada ditempat jual beli, sejak ijab dilakukan hingga berakhirnya 

pertemuan. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil temuan penelitian, penulis mengajukan saran-saran 

sebagai berikut: 

1. Bagi pelaku penjualan barang-barang elektronik hendaknya berusaha menjaga 

kepercayaan konsumen dan lebih meningkatkan kualitas dan kwantitas 

pelayanan, terutama pelayanan dan kenyamanan, dan menaati ketentuan yang 

telah diisyaratkan dalam Islam karena keberkahan jual beli akan hilang jika 

menentang aturan yang sudah ada. Berdagang itu bukan untuk mencari 

keuntungan semata tetapi harus berkah. 

2. Bagi konsumen hendaknya lebih selektif dalam membeli suatu produk/barang 

agar tidak terjadi kekecewaan dan juga harus berani meminta ganti rugi 

kepada pihak toko. Sehingga konsumen dan pihak toko terjadi unsur kerelaan. 

pihak toko memberikan layanan jasa yang terbaik. 

3. Bagi semua pedagang seharusnya memperhatikan hak-hak konsumen dalam 

transaksi jual beli. 
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DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA 

1. Daftar wawancara kepada pemilik toko elektronik. 

a. Kapan toko elektronik didirikan? 

b. Kira-kira apa yang anda lakukan agar konsumennya tetap ? 

c. Seandainya ada toko elektronik baru apakah toko tersebut akan 

menjadi ancaman bagi anda ?  

d. Hal-hal apa saja yang membedakan barang-barang yang dijual di 

toko ini dengan elektronik lain ? 

e. Siapa saja dan dari mana saja pemasok barang-barang elektronik 

anda ? 

f. Apakah selama ini pernah terjadi konflik dengan pemasok anda? 

g. Pelayanan apa saja yang anda berikan kepada konsumen agar 

konsumen membeli barang di toko anda ? 

h. Bagaimana perlindungan hak-hak konsumen dalam jual beli 

elektronik ? 

i. Berdasarkan ketentuan klausula baku yang tertulis di struk atau 

nota, pembayaran pada setiap masing-masing penjualan barang 

elektronik. Bahwa hak-hak konsumen itu apa saja ? 

j. Sedangkan menurut ketentuan klausula baku yang tertulis di struk 

atau nota pembayaran pada setiap masing-masing penjualan 

didapatkan bahwa kewajiban konsumen. Apa saja kewajiban 

konsumen tersebut? 



k. Apa saja hak pelaku usaha, berdasarkan perjanjian yang dipakai 

oleh pelaku usaha dalam penjualan barang elektronik dengan 

konsumen ? 

2. Daftar wawancara kepada konsumen pembeli barang elektronik. 

a. Menurut anda, apakah barang yang dijual di toko ini sangat lengkap ? 

Alasannya? 

b. Biasanya anda membeli barang elektronik di toko mana ? mengapa? 

c. Apakah toko ini melayani keluhan pasca pembelian, dan apa 

bentuknya ? 

d. Jika seandainya saudara membeli produk/barang tetap tidak sesuai 

dengan keinginan saudara? Apa yang saudara lakukan? 

e. Apa  keluhan saudara jika barang tersebut tidak sesuai dengan harapan 

saudara? 

f. Mengapa anda lebih memilih membeli barang di toko ini? 

g. Apakah toko ini melakukan perpanjangan garansi pada barang yang 

baru di jual dan apa saja ketentuannya? 
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